Menimbang

SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

: a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun
2021, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila  berdasarkan  hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan, dan keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang....
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan....
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62006);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan  Serta  Penyelamatan Ekonomi  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan  Serta  Penyelamatan  Ekonomi  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6542);

24. Peraturan....
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Tahun 590);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor §)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);

33. Peraturan....
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Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2020 Nomor 8);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor
S1);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN
2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.

5. Dewan ...
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bogor.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bogor.

Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bogor.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di
Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah
suatu proses pemantauan dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,
dan efektif.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan melalui
urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku  kepentingan guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPJPD,
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

17. Rencana ...
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya  disingkat RPJMN, adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa
Barat, yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi, adalah
dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk
periode lima tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPJMD,
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima
tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang
selanjutnya disebut RKP Provinsi, adalah dokumen
perencanaan provinsi untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,
yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya
disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu satu tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya
disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa
untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan
program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih
yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan
mempertimbangkan hal penting lainnya.

30. Program ....
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Program Strategis Nasional adalah program yang
ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat
strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta
menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal-hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di masa yang akan datang.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan daerah/
perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau
agenda pembangunan tahunan daerah yang telah
ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak
dalam mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD
melalui program pembangunan daerah tahunan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang diukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA,
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang
selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak
dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
(output), hasil (outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

42. Haslil ....
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42. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

43. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah

berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penetapan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah
untuk memberikan arah bagi PD dan Pemerintah Desa
dalam menyusun perencanaan perubahan tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

terwujudnya sinkronisasi pembangunan Daerah dengan
pembangunan di tingkat provinsi dan tingkat nasional
tahun 2021 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan
urusan pemerintahan;

terintegrasikannya program/kegiatan dalam dokumen
Renja PD dengan tema pembangunan, prioritas dan
fokus pembangunan Daerah tahun 2021; dan

terumuskannya kebijakan dan anggaran pembangunan
Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN MUATAN PERUBAHAN RKPD
Bagian Kesatu
Kedudukan Perubahan RKPD
Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah yang tidak
terpisahkan dari dokumen perencanaan tahun 2021,

terhitung mulai diundangkan dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam
RPJMD Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-
2025, bersinergi dengan RKP Tahun 2021 dan Program
Strategis Nasional serta Perubahan RKPD Provinsi.

(4) Perubahan ....



(4)

(5)
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Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam kebijakan nasional penanganan Covid 19.

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan pedoman untuk:

a. penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) Tahun Anggaran 2021, PPAS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Rancangan
APBD bagi Bupati;

penyusunan perubahan Renja PD bagi PD; dan
c. penyusunan perubahan RKP Desa bagi Pemerintah

Desa.
Bagian Kedua
Muatan Perubahan RKPD
Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
memuat:

a.

(1)

(2)

perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam sisa
masa berlaku perencanaan tahun 2021; dan

arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di
bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala
PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
ditetapkan dalam perubahan Renja PD.

BAB IV
SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021
adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BABII EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

BAB V....



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB YV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta
melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD
Tahun 2021.

Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengendalian kebijakan;
b. pengendalian pelaksanaan; dan

c. evaluasi hasil.
Pasal 8

Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menjamin bahwa
Perubahan RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan
Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin bahwa
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu
indikatif dalam Perubahan RKPD telah dipedomani dalam
penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) dan PPAS Perubahan APBD sebagai landasan
penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf c, dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target
kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran
(output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam
dokumen Perubahan RKPD tahun 2021.

BAB VI....
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI BOGOR,
ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

IAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 70 Tahun 2021
TANGGAL : 30 Agustus 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2021 merupakan suatu tahapan perencanaan tahunan yang
dilakukan di pertengahan tahun berjalan untuk merevisi dokumen RKPD
Kabupaten Bogor Tahun 2021 yang dalam perkembangannya mengalami
perubahan-perubahan. Memedomani ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan
dalam ayat (1) bahwa : Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan
pada tanggal 30 Juli 2020. Dokumen RKPD tahun 2021 menjadi pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. Setelah APBD ditetapkan dan
diimplementasikan di tahun 2021, dalam perjalanannya terdapat
beberapa kondisi yang terjadi dan belum terakomodir dalam dokumen

RKPD Tahun 2021, yaitu :



1. Terdapat kegiatan-kegiatan baru yang bersumber dari penerimaan
dana transfer, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta,
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan lain-lain dana yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang dialokasikan dalam
APBD.

2. Terdapat perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, akibat penyesuaian terhadap
kondisi dan perkembangan kebijakan nasional yang menuntut
dilaksanakannya perubahan penjabaran APBD dimaksud,

3. Terdapat nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang
berbeda antara yang tercantum dalam RKPD dengan APBD sebagai
konsekuensi pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. RKPD Tahun 2021 disusun
dengan memedomani ketentuan program, kegiatan dan sub kegiatan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, sedangkan dalam tahapan
KUA dan PPAS hingga APBD Tahun Anggaran 2021, telah mengacu
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga terdapat
perbedaan-perbedaan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan.

4. Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (Perubahan RPJMD), yang
berkonsekuensi pada terjadinya perubahan-perubahan pada sasaran,
strategi, arah kebijakan daerah dan perangkat daerah, serta program,
kegiatan, dan sub kegiatan, baik tolok ukur, indikator, maupun
target kinerja.

5. Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada
adanya kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang belum
diakomodir dalam RKPD Tahun 2021, dan perlu disesuaikan kembali
dalam Perubahan RKPD tahun 2021.

Di sisi lain, hingga perjalanan triwulan II/Semester I tahun 2021,
terdapat efisiensi-efisiensi yang dihasilkan dari kegiatan pengadaan
barang dan jasa pada perangkat daerah, serta adanya penghitungan
terhadap sub-sub kegiatan yang bisa diefisiensikan atau tidak dapat

terlaksana akibat faktor-faktor kendala tertentu. Dengan demikian, masih



dalam ruang lingkup perubahan yang diijinkan, maka Pemerintah

Kabupaten Bogor melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2021

Secara umum, dasar hukum yang dipedomani dalam perubahan

RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 201);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu
atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 590);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2003 Nomor 127);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 95);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2019 Nomor 3);



36.

37.

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 51).



BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan
perubahan tahun 2021 yang menyelaraskan proses dinamis yang terjadi pasca
ditetapkannya RKPD Tahun 2021 hingga semester I tahun 2021. Upaya
penyelarasan tersebut sekaligus menjadi penyempurnaan terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi adanya kebijakan nasional yang
diberlakukan sepanjang semester I tahun 2021, terutama perubahan
nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terakomodir
dalam RKPD tahun 2021, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan upaya
pemulihan ekonomi daerah.

Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai konsekuensi
adanya dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah agar menyusun Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan mengacu pada substansi
dokumen ini;

2. Seluruh data yang menjadi substansi dokumen ini wajib tercantum dalam
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berlaku secara
nasional, termasuk data substansi Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021; dan

3. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (P-PPAS), dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Demikian, untuk menjadi pedoman bersama.

BUPATI BOGOR,
ttd

ADE YASIN



